
SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna memberikan

pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan

\- cepat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah

Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (fembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang_undalg Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupa.ti, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahtn 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesian Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahwn 2O2l

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Keq'a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1505);

1. Keputusan Komisi Pemithan Umum Republik Indonesia

Nomor lO/HK.O4/O8/2022 tentang Pedoman teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

2. Notulensi Rapat Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Tanggal 25 Januai2022.

Memperhatikan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang

terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini yarrg merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salir.al sesuai dengan astinl'a
SEKRETARIAT KO MISI PEMILIH.L\ U MIJ.M
KAAUPATEi[ BUT-GO
Selsetffis.

Ditetapkan di Muara Bungo
Padatanggal 25 Janua:ii2O22

Ketua

ttd-h
*r *lm'cAPUTRA

MUHAMMAD BISRI

Adapun Tim Pembina sgfagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, bertugas:

1. merumuskan kebljakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

2. menl'usun dan menyempurnakan pedoman/ standar

pengelolaan teknis dokumenrp si dan informasi hukum; dan

3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,

tran spa.ran, efektif dan efisien.

Sedangkan Tim Teknis dimaksud pada Diktum KESATU,

bertugas :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum

yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat

dan mudah;

2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan bidang hukum;

3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatlan kapasitas Tim Pengelola; dan

4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.



LAMPIRAN

Salinan scsuai dengan aslinl'a
SEKRETARIAT KOMISI PE MILIH.L\ UMUM
KABUPATE] BU:TGO
Se-lcetaris.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 19/HK.03.1 /t5O8/2O22
TANGGAL | 25 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ketua

MI'HAMMAD BISRI

ttd

ilo NAMA JABATAN
JABATAIT DALAM

TIM
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MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I

SYAHRUDDIN, S.Ag

MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP

HERIFAN, SH

JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH

ANITA

NAHROWI, S.Kom

Ketua

Anggota Divisi Hukum
& Pengawasan

Sekretaris

Sub Koordinator
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Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum
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Pembina
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M,J HAMM.L,D PA\CA PL.TR{
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Pembina


